SALINAN

WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

a. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2002

tentang Izin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi dibentuk sebagai pedoman penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana diamanatkan
dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1454/30/MEM/2002 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas
Bumi;

bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.34-5571 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Izin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,
dinyatakan bahwa berdasarkan Lampiran huruf CC
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengenai Pembagian Urusan Bidang
Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang
menyatakan bahwa kewenangan sub urusan minyak dan
gas bumi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,
sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota tidak

diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut;



Mengingat

Menetapkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN
GAS BUMI.



Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 10 Seri C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 16 Januari 2017

WALIKOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/5/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA
AG-HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

RDIANNY,.S.H.,M.Hum
032004




